MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 11 7 TAHUN 2022
TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 ayat (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
telah ditetapkan Standard Operating Procedure Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018;

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Komisi
Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik, perlu dilakukan penyesuaian
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632
Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedure
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan, belum
mencantumkan informasi berkaitan dengan prinsip dan

semangat satu data, bantuan kedinasan atau bagi pakai



Mengingat

d.

informasi, kepentingan perlindungan data pribadi, dan
aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1552, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun

2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa



Menetapkan

PERTAMA

1 J._(L

Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 649);

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara R:publik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

9. Peraturar Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun

2017 tertang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis
dan Stendar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indoaesi« Tahun 2017 Nomor 948);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dc)amentasi di Lingkungan Kementerian
Fernubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
-018 Nomor 675);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan
Kementerian Perhubungan, terdiri atas:

a. struktur dan tata kerja organisasi standard operating

procedure pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan;

b. kewajiban PPID Kementerian Perhubungan;
mekanisme kerja; dan
d. kualifikasi/persyaratan personil yang melaksanakan

tugas.



KEDUA

KETIGA

o

Silt.‘ryktur dan tata kerja organisasi standard operating
procedure pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di
lijngkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini, terdiri atas:

1. Atesan PPID;

2. PPID Utama,

3. PPD Pelaksana; dan

4. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis

Kew ajiban PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b,
disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya
bFerdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:

1. PPID Kementerian Perhubungan wajib:

a. menyediakan, membuka, dan memberikan informasi
publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan
dan cara sederhana, kecuali informasi yang
dikecualikan;

b. menyediakan informasi publik yang akurat, benar,
dan tidak menyesatkan;

c. membangun dan mengembangkan sistem
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan informasi publik;

d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap
orang atas informasi publik; dan

e. melakukan pengujian tentang konsckuensi atas

informasi publik yang dikecualikan.

2. pelaksanaan kewajiban PPID Kementerian Perhubungan

sebagaimana dimaksud angka 1) wajib memperhatikan:

a. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan

menyediakan sarana dan prasarana; dan



KEEMPAT

KELIMA

c. akses informasi publik bagi penyandang disabilitas
sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. dalam  menjalankan  tugasnya, dalam  rangka
mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID
Kementerian  Perhubungan dapat melaksanakan
wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau berkoordinasi dengan
Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi

daerah;

4. PPID Kementerian Perhubungan dapat memberikan

bantuan kedinasan di bidang layanan informasi publik
kepada badan publik lainnya yang meminta, dengan

persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelayanan PPID dilaksanakan pada lokasi layanan

informasi sebagai berikut:

1. PPID Utama berada di Gedung Cipta Lantai 1 Jalan
Medan Merdeka Barat Nomor 8 atau melalui website
dan aplikasi PPID Kementerian Perhubungan; dan

2. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana
Teknis (UPT) berada di masing-masing lokasi dimana
PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berada.

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA huruf c¢, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini, meliputi:

Standar Permintaan Informasi Publik;

Standar Pengajuan Keberatan,;

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Penyusunan Daftar Informasi Publik;

Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
Pendokumentasian Informasi Publik;

Standar Pengujian Konsekuensi,

be A By A & @ o=

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang

Disabilitas Tuna Netra;

e



9. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang
Disabilitas yang Menggunakan Kursi Roda; dan
10. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang

Disabilitas Tuna Rungu.

KEENAM : Kualitikasi persyaratan personil yang melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf d,
sebagai berikut :

1. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Utama
Manager . Pejabat yang memiliki fungsi
Informasi pelaksanaan komunikasi dan

informasi publik

Manager :  Pejabat yang memiliki fungsi

Sistem pengembangan sistem

Informasi teknologi informasi dan
komunikasi

Manager . Pejabat yang memiliki atau

Dokumentasi menguasai dokumentasi di
lingkungan Sekretariat
Jenderal

Pengelola :  Seluruh  unit  bagian  di

Dokumentasi lingkungan Sekretariat
Jenderal

Petugas . Pegawali yang memiliki

Informasi kompetensi dalam  bidang

pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta

fungsional dan kehumasan

2. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana
Manager . Pejabat yang memiliki fungsi
Informasi pelaksanaan komunikasi dan

informasi publik
Manager :  Pejabat yang memiliki atau
Dokumentasi menguasai dokumentasi di

lingkungan Inspektorat



Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan atau Badan

Pengelola : Seluruh  unit bagian di
Dokumentasi lingkungan Inspektorat
Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan/atau Badan

Petugas . Pegawai yang memiliki
Informasi kompetensi  dalam  bidang
pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta
fungsional dan kehumasan di
lingkungan Inspektorat
Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan/atau Badan

Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana
UPT

Manager :  Unit yang menangani tugas
Informasi dan dan fungsi di bidang
Dokumentasi Ketatausahaan atau Humas di
Unit Pelaksana Teknis
Pengelola . Pejabat struktural/petugas
Dokumentasi yang membidangi kehumasan
/ketatausahaan /data/

program/ bidang di lingkungan
Unit Pelaksana Teknis

Petugas :  Pegawali yang memiliki

Informasi kompetensi dalam  bidang
pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta
fungsional dan kehumasan di
lingkungan Unit Pelaksana

Teknis



KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

KESEPULUH

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
dibebankan pada:

a. PPID Utama berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;

b. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berdasarkan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-

masing unit kerja.

Pelaksanaan PPID dilaporkan kepada Menteri Perhubungan
secara berjenjang setiap 1 (satu) tahun sekali atau

sewaktu-waktu dibutuhkan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan
pengawasan dalam pelaksanaan PPID di lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KESEBELAS Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Ketua Komisi Informasi Pusat;

Sekretaris Jenderal,

Inspektur Jenderal,;

Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

v oo g B

Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;
7. Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;
8. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
Ketua Mahkamah Pelayaran;
10. Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
/. KEPALABIRO HUKUM,

_,"’.n".-__ e —

TN

HARY KRISWANTO
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 117 TAHUN 2022
TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI STANDARD OPERATING
PROCEDURE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ATASAN PPID
MENTER] PERHUBUNGAN
PPID UTAMA
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
PPID PELARSAN, PPID PELAKSANA PPID PELAKSANA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DIREKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEPALA BADAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN
PPID PELAKSANA UPT PPID PELAKSANA UPT

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEPALA UNIT PELAKSANA TERNIS




I1.

[1I.

Atasan PPID
PPID Utama
Manager

Informasi

Manager

Sistem Informasi

Manager

Dokumentasi

Pengelola

Dokumentasi

Petugas Informasi

PPID Pelaksana

Manager Informasi

Manager
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Menteri Perhubungan

Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi
Publik

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan

Komunikasi Perhubungan

1) Kepala Biro Perencanaan;

2) Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi

3) Kepala Biro Keuangan;

4) Kepala Biro Hukum;

5) Kepala Biro Umum;

6) Kepala Biro Layanan Pengadaan dan
Pengelolaan Barang Milik Negara;

7) Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan
Kelembagaan Internasional;

8) Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi
Berkelanjutan; dan

9) Ketua Mahkamah Pelayaran.

Para Eselon III di lingkungan Sekretariat

Jenderal

Pegawai Biro Komunikasi dan Informasi
Publik

Inspektur Jenderal, Para Direktur
Jenderal, dan Para Kepala Badan
Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para
Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para
Sekretaris Badan

Para Eselon II di lingkungan Inspektorat



IV.

Dokumentasi
Pengelola
Dokumentasi

Petugas Informasi

PPID Pelaksana
UPT

Manager Informasi
dan Dokumentasi
Pengelola

Dokumentasi

Petugas Informasi

- 19~

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
Para Eselon III di lingkungan Inspektorat
Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
Pegawai yang menangani bidang
kehumasan di lingkungan Inspektorat

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan

Kepala UPT

Unit yang menangani tugas dan fungsi di
bidang Ketatausahaan atau Humas

Pejabat struktural/petugas yang
membidangi kehumasan/ ketatausahaan/
data/program/bidang

Pegawai yang menangani kehumasan/
ketatausahaan/data/program di

lingkungan unit kerja



B. MEKANISME KERJA
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Standar Permintaan Informasi Publik

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Jems Kegiatan Petugas Keterangan
Masyarakat A PPID Kelengkapan Waktu Output
Informas:
1 |Permohonan Informas: O S Formulir Informasi| 10 Menit Formulir
M
Identitas Pemohon
; Informas:
2 i““'.‘mf:wa;‘}m“ j (KTP/NFWP/Akta | 10 Menit Data
ngajuan Permohonan | Pepdiian Badan
| Hulum)
Registrasi dan Meneruskan - Regster
3 |Permonan Informast untuk di Permohonan 10 Menit Data
Proses Informas:
- Koordinasi dengan _
4 |Memproses permohonan Pemilik Informasi | 3 Han Kerja Surat
. (Unit Kerja)
e ]
. & Formulir
g [Aaw e Ratviis Pemberitahuan | 1 Hari Kerja | Formulir
Pemberitahuan Tertulis .
Tertulis
Menyampaikan Permohonan ' :
6 [iafoouect da Tands Toriomn — - Nodafenst | o ouigess| Jooda
Informass Terima
[nformas:




= 1l

Standar Pengajuan Keberatan

Pelakcana Mutu Baku
No| Umian Jenis Regiatan Petugas Keterangan
Masyarakat ; PPID Atasan PPID | Helengkapan Waktu Output
Informasi
, |Msnenma Surar Kapareian it — .
Infeemas | i
| Farmalir
| ey
Mamenikza Syarat-syarat idsntitas Famohon | :
; 10 Mant Dama
? |Pengauan surat Kebsratan Informaci -
(TP | NFWF | Al
Fendirian Badan
Hulazm)
Registraci dan - ;
3 |MansrusianKsberatan RIS fanaaan| 10 Manit Da
Informasi unnuk di Presss
Formulir
- Parmohonan
4 (Mamproses Keberatan Indormaci. 10Han Kana|  Surat
Kebaratan
Informas
5 |Keberatan dalam bentak .lnpnm;:;m S Han Kerja | Kepuracan
Kepanasan
Malakesnajon Kapurusan ¢ Kapuratan Asasan o
L M | s 1 Han Karja Dam
4
~ |Mambenkan Informan Pubbi Tandp Terma 1 Harl Kari Tands
" |aan Tansa Turima Indormac Irdormasi K| rorima




w15

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pelab Komisi Standar Mutu
; PPID Informasi
No Kagiutan Pemohon | Pelaksana | PPID Peiaksana | PPDUGma | ‘oot | Pusat(KP) | Kelengkapan | Wakw | Output
UPT
1 | Apabila tidak mendapatkan =5 _r-] Surat 30 hari | Surat
tanggapan atas keberatan Q// 7] B keberatan kerja | gugatan
yang telah diajukan kepada sengketa
atasan PPID dalam jangka
waktu 30 {tiga puluh] hari
kerja sejak keberatan
diterima oleh atasan PPID
atau merasa tidak puas
terhadap informasi yang
diberikan, pemohon
informasi dapat
mengajukan sengketa
+ Surat gugatan | 1 hari
1 | Pengajuan sengketa dan sengketa kerja | Surat
pemohon ditujukan kepada pengajuan
Komisi Informasi Pusat{KIP| sengketa
¥
3 | Komisi Informasi Pusat Surat 14 hari
menerima pengajuan pengajuan | kerja / Surat
sengketa Pemohon lalu sengketa paling | pemberitahu
memberikan surat pem jambat | an kepada
beritahuan kepada Atasan 100 Atasan PPID
PPID terkait sengketa hari
tersebut kerja
4 | Atasan PPID menerima L ¥
pemberitahuan sengketa, fi i Surat 1 han
Atasan PPID dapat pemberitahua | kerja Surat kuasa
mewakilkan sengketa atau n kepada atau
memberikan kuasa kepada Atasan PPID disposisi
PPID Utama, PPID
Pelaksana atau PPID
Pelaksana UPT !
5 | PPID Pelaksana UPT dan » > Surat 1 hari
PPID Pelaksana dibantu pemberitahua | kerja
oleh PPID Utama n rapat Hasil rapat | |




- =

Penyusunan Daftar Informasi Publik

No

Kegiatan

Pelaksana

Standar Mutu

PPID UPT

PPID Pefaksana

PPID Utama

Atasan PPID

Kelengkapan

Wakw

Output

Feterangan

PPID UPT membuat
usulan Daftar
Informasi Publik
(DIP) alu
menyerahkannyz
pada PPID Pelaksana

PPID Pelaksana
menerima Daftar
Informasi Publik
(DIP) dari PPID UPT

FPID Pelakszna
menyusun Daftar
Informasi Publik dari
PPID UPT, dan PPID
Pelaksana turut
membuat Daftar
Informasi Publik f2lu
mengajukannya
kepada PPID Uama

PPID Utamaz
menetapkan daftar
informasi publik
yang telzh
dikiasifikasi

Atasan PFID
memberikan
persetujuan
terhadap
penghlasifikasian
informasi yang
dizjukan oleh PPID
Utama datam bentuk
peraturan internal
kementerian

Data dan Informasi

Data dan Informasi

Surat usulan daftar
informasi publik

Draf Daftar
Informasi Publik

Daftar Informasi
Publik yang telzh
disahkan

5 hari kerja

2 hari kerja

5 hari kerja

1 hari kerja

1hariker

Usulan DIP

Usulan DIP

Susunan Daftar
Informasi Publik

Klasifikasi DIP

Draf Daftar
Informasi Publik




Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

P Standar Mutu
¥aglataa FPIO Painlnand Kelengkapan Waktu Cutput Resarangen
PPID UPT membuat Data dan 5 han Usulan DIP
usulan Daftar Informas: > Informasi kerja
Dikecualikan (DIK) lalu
menyerahkannya pada
PPID Pelaksana
PPID Pelaksana juga ¥
membuat Daftar
Infarmas| Dikecualikan
(DIK), serta menerima Surat usulan 5 han Surat
Daftar Informasi Dafrar kena pembentahuan
Dikecualikan (DIK) dari Informasi sudah pernah
PFID UPT Dikecualikan dilakukan uji
- Jika sudah pernah {DiK} konsekuensi atau
ditzkukan uji konsekuenst surat pengantar
sebelumnya maka PPID uji konzekuensi
Peiaksana menyampaikan atau usulan
pemberitabuan bahwa Daftar informasi
sudah pernah dilakukan Dikecualikan [DIK)
up konsekuens:
- Jika belum dilakukan uji
konsekuensi maka PPID
P b W f ikan
pembertahuan kepada
PPID Utama untuk - Undangan uji
dilakukan uji kensekuensi konsekuens
-Usutan DIK

PPID Utama - Disposisi
memenntabkan PPID Surat 1 hari - Draf awal DIK
Peiaksana untuk rapat ujl pengantar uji kerja Kementerian
konsekuensi konsekuensi - Berita acara uji

dan usulan DIK konsekuensi
FFID UPT dibantu PPID
Pelaksana ® - Undangan Uji | 2 hari -Draf revisi DIK
menyelenggarakan rapat ™= konsekuensi kerja Kementerian
uji konsekuensi dipimpin L) - Usuian DIK -Berita acara uji

<
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Pendokumentasian Informasi Publik

No

Uraian Jenis Kegiatan

Pelakcana

Mutu Baku

PFID Pelaksana
& FAID
Pelakzana UPT

Walkru

Heterangan

Mengumpubian dats informasi
cari PPID Pelaksana & PPID
Pelzisana UPT yang akan
cidoxumentasikan

sl :

NMelakukan wentifikas: informas
publik yang telzk dibuzz olen PRID
Pelaksana & PPID Pelaksanz UPT
calam bentuk ringkasan jeniz-jer s
informasi (Serta-mers, berkaiz,
set3p t3an. dan dkecualican)

nformas

Data Informas:

Meizkukan pemenisaan data
berupa veriflsi, otentificasi sena
validasi urtuk menjamin keashiar
informasi tersebut

Daza Informasi

Aqlaporican hasil pemaniiasn
informasi yang wlah
diicdacifikasilcan serusd dangan
jemmcnya (serta-meria, berkaia,
ceuap saat, dan dikecusuian|
kepada Ammzan FFID

Daftar informact
Publix

wl

pubik yang alkan
didckumantasikan

Dafiar Informas

Daftar Informas)
!m- y“_l;

Daftar informas Publik yang
talan ditandatangan ciah
Azazan FPID dipublicazikan &
Wabsiz carta dicimpan
TeDAgAL ArTIp

Dafuar informasi
Publik yang telah
ditandatangam

Publiiasi
Informas: |
Arsip
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Standar Pengujian Konsekuensi

Uraian Jenis Kegiatan

PPID Pelaksana

Pelaksana UPT

FFID Utama

Waktu

Output

Heterangan

Mesminta usulan berupa caftar
informasi cikecualikan dari PPID
Py dan PPID Pelsh

UPT

Doluman

Usulan daftar
informas

(X

Menerima usdlan daftar nformas:

cikecualikan dari PPID Pelaksars &

PPID Pelsksana UPT

Draft uswan daftar

e ziukan boordnas dengan
PPID Utama serta mengeiols
irformasi untuk didasfuasikan

w

Maladoukan rapat uj
konzalouensl secArs berials
atay sewakTu-waltu dengan
peserta U konsakuen yasd
talan dienmukan dan
undangan pLhak Anl

Dokuman den

Hasi) rapar uji
Eonsaloueni

Melaporican draft nasi rapa:
Ut konzeloiens: pada Awacan
FFID

Hactl rapat ui
onseicuant

Draft hasil rapat
uj konselusns

Menyusun draft dafiar
informasi dikecualiloan yang
talah dipurucioan gleh Atazan
FFID

Draft hasil rapat
ug konsslousna

Menatapkan daftar informac
yang dixecualixan dengan
mAnerpilctan Suras Xepurusan
FFID Utams

L
I

Sura”
Ksputusan (5K}
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Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra

Pelaksana Mutu Baku
- Petugas
No. Aktivitas Masyarakat | |nformasi PPID K Waktu Output | Keterangan
at Kariu idenfitas 10 menit Data
nformasi ipemohon informasi
menerima (KTP, NPWP, Akla
chon Pendirian Badan
1 yandang B _I Hulum).
isabil
ang
belumnya
diantar
pelugas
an
L
as informasi 'ormulir . Formulir
riksa \ 110 menit
ngkapan I dalam
2. [sekaligus hentuk brails
berikan formulir
onan
asi berbasis
as informas [Register 10 menit Data
nma Permohonan
permohonan dari Informaz.
yandang
isabilitas (layanan v
3 oritas) dan
akukan pengisian
‘ormulir.
4. |Petugas inasi dengan |5 hari kerfja | Surat
Informasi E kena panulikc
proses I L
nformasi | ¥
6. berikan Eumuﬂu [T harikeria | Formulir
mudir I le i
ritahuan _r is,
is.
2 ;mmgkan Tanda terima oo | 12102
e an kerja i
onan informasi - 1} terima
pa landa terima
nformasi
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Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas

yang Menggunakan Kursi Roda

Pelaksana Mutu Baku
Petugas -
No. Aktivitas Jnioﬂnasi
Satpa Waktu | Output
tpam — Kelengkapan utp N

Satpam membaniu 16 Eerwmdnng
pemohon informasi Imenit Misabilitas
yeng berkursi rods imendapst
menuju ke rusngen skses priofitas)

1 PPID. Agpabils permohaon
informasi menggunskan O‘
kendarsan, telsh
tersedia parkir khusus
disabilias di lingkungsn
Kantor Kemenhub
pusat
Pejabat Informasi Kartu identitas |10 Dats
menerkms pemohon on imenit
penyandang disabilitas 3 informasi (KTP,
yang sebelumnys telah JJ NPWP, Akis

2 diantar oleh petugas 1 | Pendirian Badan
keamanan (satpsm) Hukum).

Petugas informas: memeriksa Formulir Formulir
kelengkapan sekaligus permohonan 10
memberikan formulic . 4 informasi jmenit

3. ipermohonan informasi 1: |
Petugas informasi menerima Register 10 Data
lpermohonan dari penyandang Permobionan menit
disabilitas (layansnprioritas) Informasi.
dan melakukan pengisian
formulir

4 »

l_]

5 Petugss Informasi ordinasi dengan |5 heri | Surat
memproses informasi unit kerja pemilik  |kerja

informasi.
]

8 Memberikan formulic Formulir 1 heri | Formulir
pemberitahuan tertulis. pemberitahuan lkeria

|tertuhs.

i Menyampaikan panerimasn Tands terima Tanda
permohonan informasi berups informasi. 1 terima
tanda terima informas: hari

kerja




Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu

-Of .

Pelaksana ng_lg Baku
N Ak g PPID
o REVRmE Intormasi Waktu | Output
Satpam Masyarakat Kelengkapan tpu A

Ell;-ll"l reragant. -} #‘:nyanumg

cemaohon infarmas menn |jnsabiitas

iyang tuna rungu |mendapat

Imenyiu K& ruangan laksas prooritas)

3 i >+
t&jlbl! Informas Kartu identitas 10 Daswa
Imen&rima camonsr |emohon mand
penyandang disabilias ! informasi (KTP
vanc sebelumnys 1elar ! NPWP fura

2 Hiznter csh cetugss _“1 Fendinan Gaaan
[Leamanan (satpaT . Humuam®.

IFroses komunikasl

antars pamonon

jpenpan patugas

imformasi perbasiz

fulisan sepapa benuk

pemenuhan hak

Fﬁjﬂ!lui

Fetugas infonmas mameriksa F-nmul’u IS Formulr
kelenckapan sekaligus ppermolonar .

membenkan formale praformesy

3 jeerrmohonan infonmas | ]

[Feruazs infonmas
Imambankan penzlassr arkan
formulir denasn cara
menurjuk wiisan o1 formulic
sambil memcoarikas garhataEn
khusus <& pamobon informas:
UNE Tungu
slugas informas, menenma [Regisiar o Cata
rreahonan dar penvanasng Permichanin mana
isaoililas (layanancroritas) Informast
r MEBKULEN pang.sian
farmialir

= j == ]

5 [Patugas Irformssl [oordinast dengan |5 han | Surat
memprosas nfarmasi uniz kerie pamnilk  |xena

firfarmas:

-] Memben<an farmuir Famuhr 1 han | Formulir
cemeeritahuan 121Ul 5 pembernanuer rers

permehis
I | -

T fAenyampai<an penermasn Tands terima anaga
=ermohonan infonmas: bersos informiasi ! enma
ranas tarima rfo-mas narl

weria
Ot
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